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rumah tanggds di dalam Pasal 16 ayat (1)
apt jam rerhitung, sejak mengetahui atay
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pasal 16 ayal (2) menyatakan bahwa
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lam Rumah Tangga

melindungi hak-hak asasi manusia dan

perlindungan terhadap

lindakan

diskriminasi. Kebijakan yang sudah

oleh Negara Republik
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nomor 7 Tahun 1984 juga memerlukan
kebijakan organik. Sebagai Negara
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Undang-Undang  Nomor 23 7

ahun
2004 scbagai  beriky: Penghapusan
kekerasan  dalam rumah langg
a

dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Penghormatan hak asasi manusia:
’
b.  Keadilan dan kesetaraap gender;
Nondiskriminasi: dan

d. Perlindungan korban_®

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum seorang istri
yang dianiaya oleh suaminya sendiri,
menurut - Undang-Undang  Republik
Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang
penghapusan kekerasan dalam rumah
tangga, di dalam pasal 16 ayat (1)

dinyatakan bahwa dalam satu kali dua

.

puluh empat  jam terhitung  sejak

mengetahui atau  menerima laporan

kekerasan dalam  rumah  tangga,

kepolisian wajib memberikan

perlindungan sementara pada korban,

sedangkan  pasal 16 ayat (2)
* Evi Purnamawati, “Sosialisasi Undang-
Undang No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Cekerasan  dalam  Rumah
Tangga (KDRT)”

https://evilaws, blogspot.com/2013/10/sosialisa
si-undang-undang-ri-nomor-23.html, 2021.

menyatakan

e e

bahwa  perlindungan

Sementara pada ayat (1) diberikan

paling lama Wjuh hari sejak korban

diterima dan ditangani.
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